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Menimbang bahwa dalam rangka untuk melaksanakan manajemen
pengetahgan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuait'
dengan ketentuan Pasal 52 peraturan presiden Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem pemerintahan Berbasis
Elektronik;

bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Tugas pokok dan
Fungsi Dipas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara
Enim dalam pelaksanaan keamanal informasi sistem
pemerintahan berbasis elektronik;

baiwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hyfuf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

I

Kepala Dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Muara
Enim Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi
Sistem Pernerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis
dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronikt

Undang Ngmor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-U$dalg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan
I

Daera-tr fl$mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlS

Nomor 58, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ot6 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1,t4, Tambahan l,embaran Negara

Republik Irrdonesia Nomor 5887);

b

c

Mengingat i
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i5 {->
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MenetaPkan

KESATU

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daeralr (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahurr 2OL4

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan

Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintdhan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2O16 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (l'embaran Daerah Kabupaten

Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3);

7. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2Ol2

Nomor 52).

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2O22 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

(Irmbaran Daerah Kabupaten Muara F;nim 'fahun 2022

Nomor 7).

MEMUTUSI(AN:

TimPelaksanadanPedomanManajemenPengetahuanSistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten

Muara Enirn, dengan susunan keanggotaan dan uraiar tugas

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputuan ini'



KEDUA

KtrTIGA Tim Pelaksana Manajemen pengetahuan Sistem pemerintahan

Berbasis Elektronik pemerintah

sebagai berikut :

Kabupaten Muara Enim,

No Keduduka-n Nama/Jabatan

1 Pembina Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

2
Penanggung

Jawab Informatika

Sekretaris Dinas Komunikasi dan

J
Pelaksala

Kepala Bidang

E-Govemment

Penyelenggaraan

I Anggota
ang Persaldian dal KeamananKepala Bid

Informasi

5 Anggota
Kepala Bidang

Publik

Pengelolaan Komunikasi

6 Anggota
alg Pengelolaan Data InformasiKepala gi6

Publik dan Statistik

7 Anggota
Pranata Komputer Muda Sub Koordinator

Tata Kelola E-Government

I Anggota
Pranata Komputer Muda Sub Koordinator

Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi

9 Anggota
Pranata Komputer Muda Sub Koordinator

Infrastruktur dan TIK

10 Arrggota
Mangqala Informatika Muda

Koordinator Keamanan Informasi

Sub

11. Anggota
Sandimal Muda Sub Koordinator

Tim Tim pelaksana Manajemen pengetahuan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik pemerintah Kabupaten
Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan
teknologi yang dihasilkan dalam SPBE di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

I

I

I

Pengawasan dan Evaluasi Persaldial
I



KEEMPAT

KELIMA

Segala b

dibe

Keputu

ketentu

akan di

yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini
kepada Anggaran Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Ko unikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim;

ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengarr

apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
baiki sebagaimarra mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada Tanggal , L Janwtrr 2023

DINAS KOMUNIKASI DAN

I A.P. M.Si.
Utama Muda

. t97407201993111001
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LAMPIRAN KEPIJ"TUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MUARA ENIM
NoMoR : /KPTS/DISKOMINFo/2O23
TANGGAL : 2023
TENTANG ; TIM PELAKSANA MANAJEMEN

PENGE"TAHUAN SISTEM PEM ERINTAHAN
BDRBASIS ELEKIRONIK PEMDRINTAH
KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

1.1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengetahuan atau knowledge merupakan informasi yang dapatdigunakan

untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan yarrg diperlukan.

Dengal demikial pengetaiuan di dalam orgaaisasi sangatlah penting karena

menentukan kualitas tlndakan darr keputusan yangdiambil,yarrg dapat

mempengaruhi kine{a, daya saing, bahkan keberlangsungan dari organisasi.

Agar terhindar dari kerugian yang dapat dialami oleh organisasi, karena

sulitnya pengambilan keputusan atau pelaksanaan tindakan sebagai akibat

dari tidak tersedianya pengetahuaa yang diperlukan, maka pengetahuan di

dalam organisasi haruslah dikelola dengan baik. Peran pegawai dalam

konteks pengambilan keputusan berbasis pengetahuan sangatlah penting,

mengingat pengetahuan organisasi dapat berasal dari individu maupun

sekelompok pegawai. Pegawai merupalan modal yang menjadi salah satu

komponen utama dad intangible asset sertas trategic partner begr organisasi.

Di lain pihak, setiap pegawai cepatataulambat pasti akan meninggalkan

organisasi, atau bermutasi ke unitkerja lain. Oleh karena itu, sangatlah

penting untuk tetap menjagaaga-rpengetahuan yang dimiliki tetap menjadi

aset organisasi, untuk dapat dimanfaatkan selanjutnya oleh pegawai lain

atau oleh organisasi tersebut di masa datang. Instansi pemerintahan

sebagaimaaa organisasi lainnya dituntut untuk senantiasa meningkatkan

PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM



kinerjaaya. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

saat ini, pemanfaatan TIK dalam pemerintahan melalui Sistem pemerintahan

Berbasis Erektronik (SPBE) punterus meningkat. spBE diharapkan dapat

memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang terbuka,partisipatif, inovatif, dan al<untaber;

meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan

urus€Ln dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujual bersama;

meningkatkaa kua-litas dan jangkauan pelayalan publik kepada masyarakat

luas; dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk

kolusi, korupsi, dan nepotisme. Mengingat kompleksitas dari spBE, untuk

meningkatkan keterpaduan dan efisiensi spBE yang digunakan, diperlukan

tata kelola dan manqjemen spBE. Manajemen pengetahuan dalam SpBE

diharapkan dapat menggrangi duplikasi upaya dalam mendapatkan suatu

pengetahuan yang diperlukan untuk mengambil keputusan, mengurangi

biaya dan waktu operasional layanan spBE, dan meningkatkan kompetensi

operator SPBE. Selain itu dengan manajemen pengetahuaa yartg baik,

diharapkan pegawai dan organisasi pemerintahan dapat diberdayakan, yang

pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan kualitas tayanan SpBE.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaral

Pedoman Manajemen pengetaluan spBE dimaksudkan untuk memberikan

panduan bagi Instansi Pusat dan pemerintah Daerah dalam melaksanakarr

Manajemen Pengetahuan SPBE di lingkungannya.

Tujuan dari Manajemen Pengetahuan SPBE adalah untuk :

a. Meningkatkal kualitas layanan SPBE; dan

b. Meningkatnya kualitas pengambilan keputusan dalam SPBE melalui

penerapan Manajemen Pengetahuan (mendukung proses pengambilan

keputusan dalam SPBE).

Manfaat yang diharapkan dad penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE di

lingkungan organisasi Instansi Pemerintah Daerah adalah



a. Meningkatnya kinel]'

b. Meningkatnya efisien

instartsi

C Meningkatnya ke

Pemerintahal Ber

1.3. Ruang Lingkup Pedoman

Ruang lingkup Pedo

bahasan sebagai berikut:

a. Konsep Manajemen

b. Kerangka Kerja M

c. Proses Manajemen

d. Struktur Manajemen

e. Strategi Implementasi

f. Forum Koordinasi M

g. Sistem Informasi

individu dan instansi pemerintaian

dari pemanfaatan sumber daya pengetahuan di

arr serta keberlanjutan proses bisnis dalam Sistem

Elektronik.

Manajemen Pengetahuan SPBE meliputi pokok

ngetahuan SPBE

Pengetahuan SPBE;

€tahuan SPBE;

tahuan SPBE;

Manajemen Pengetahuan SPBE

ajemen Pengetahuan SPBE

emen Pengetahuan SPBE.



2.1. Definisi

Pengelahuan Pengetah

pemahaman yang

didapatdari pengalaman (

Pemahamaa tersebut

dasardalammembuat kep

2.2. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan

mengembangkan dan

membantu proses pen

organisasi. Aktivitas

perolehan, penyimpanan,

dan penyebaran, serta

sebagai aset intelektual o

2.3. Sistem Manajemen Penge

Sistem manajemen p

teknologi informasi yang

pengetahuan pada tiap

pengambilan kembali, pe

2.4. Data, Informasi dal

Pengetahuan, seringkali

seca-ra umum perbedaaln

dengan relevansi nya ter

keterkaitan data, info

berikut.

BAB II

KONSEP MANA"IEMEN PENGETAHUAN

atau knowledge dapat diartikan sebagsi

seseorang mengenai sesuatu hal, yangoleh

ncel dan atau proses pembelajaran (educationl.

selaljutnya dapat digunakan sebagai

tusan atau melakukan tindakan yang dibutuhkan.

adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam

pengetahuan yang dimiliki untuk

bilan keputusan bagi peningkatan kinerja

manajemen pengetahuan meliputi upaya

dan pengambilan kembali, penggunaan

uasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan

SASl

uan

uan adalah sistem (yang umumnya berbasiskan

digunakan untuk melakukan pengelolaal atas

tahapan, baik saat perolehan, penyimpanan,

tan maupun penyempurnaannya.

uan

ubungkan dengan data dan informasi, narnun

terletak pada kedalaman arti atau makna, sampai

ap tindakan yang menyertainya. Secara umum

dan pengetahuan dapat digambarkan sebagai



lot'orsasi

Dda

Tin99i

Derajat
abstraksi

Qendoh

Kxantitas

Cambar 7. Konsep Data, Informasi dan Pengetalu,on

Data adalah bagian ter y€mg merupakarl representasi atau kumpulan dari

fakta sebagai hasil observasi terhadap suatu kondisi atau kejadian, yang bisa

diwujudkan dalam bentuik angka, tulisan ataugamba-r,dan biasanya tidak

memiliki konteks ataupun memiliki arti yang terbatas. Informasi adalah data

yang telah diolah dan ditafsirkan sehingga memiliki makna yang bisa berbeda

bagi setiap individu. Sedangkan pengetahuan adalah merupakan pemahalnan

dari kumpulan informasi yang dipergunakan sebagai dasar dalam melakukan

aksi

2.5. Kategori Pengetahuan

Pengetahuan daPat dike mpokkan dalan, 2 kategori yaitu pengetahuan

eksplisit dan pengetahuan implisit (tcof).

a) Pengetahuan eksplisit, yaitu pengetahuan yang secara eksplisit sudalt

didokumentasikan dan tersimpan dalam bentuk nyata pada suatu media

tertentu, baik dalam bentuk teks ataupun audiovisual. Pengetahuan jenis

ini relatif lebih mudah untuk dikelola dan disebarluaskan, contoh yang

umum dari pengetahu eksplisit adalah prosedur, standa-r kerja, petunjuk

pengguna.an, atau pun petunjuk penggunaan.

b}Pengetahuanimplisit(,oo,},yaitupengetahuanyangmasihberadadalam

pikiran individu yang memiliki pengetahuan tersebut sebagai hasil dari

/



pengalaman dan atau proses pembelajaran yang telah dilalui selama ini.

Pengetahual jenis ini relatif lebih sulit untuk dikelola dan disebarluaskan,

sangat bergantung pada kemampuan individu dalam memrepresentasikan

pengetahuan yang dimilikinya. Manajemen pengetahuan berfungsi untuk

dapat mengelola transformasi dari dua jenis kategori pengetahuan diatas

secara lebih efisiendan efektif untuk mendukung pengambilan keputusal

yang lebih baik dan meningkatkan kinerja organisasi. Secara umum

transformasi dari dua jenis pengetahuan diatas dapat digambarkal dalam

knowledge spira-l sebagAi berikut :

To
Tacit kngwledge Explicit knowledgc

Dial

Tacit
knowledge

Fi.eldFrom Bu ding

Explicit
knowledge

Linhiag
Erpkcit

Knowled.ge

Lear-ning by Doing

Gambar 2. Transformasi Knowledge - SECI Model (Nonaka - Taukechl

a. Proses Sosialisasi

Proses sosialisasi pengetahuan adalah proses transformasi pengetahuan

secara implisit ke implisit, melalui diskusi atau pun sosialisasi berbagi

pengetahuan dan pengalaman untuk menghasilkan pengetahuan ba-ru.

b. Proses Eksternalisasi

Proses eksternalisasi pengetahuarr ada-lah proses transformasi

pengetahuan implisit di masing-masing individu kedalam bentuk

pengetahuan eksplisit dan menyimpannya dalam suatu media tertentu

yang memungkinkan untuk dikelola, diakses darr didesiminasikan.

Socialization Extcrralization

lntemalization Combination



c. Proses Kombinasi

Proses transformasit knowledge melalui kombinasi adalah proses yang

mengkombinasikaa berbagai pengetahual eksplisit yangberbeda untuk

menghasilkaa pengdtahuan eksplisit baru.

d. Proses Internalisasi

Proses internalisapi pengetahuan adalah proses transformasi

pengetahuan eksplisit ke pengetahuaa implisit di masing-masing

individu.

2.6. Sifat Pengetahuan

Pengetahuan bersifat dinamis, baik pada tingkat individu atau pun organisasi

pengatahuan selalu bisa bertambah, berkurang atau pun hilang. Pengetahuan

akan bertambah seiring dengan bertambahnya pengalaman, ataupun bisa

bertambah mela-lui proses pembelajaran, diskusi, sosialisasi,serta

keikutsertaan dalam jejaring sosial. Pengetahuan selain bertambah juga dapat

berkurang baik secara kuantitas ataupun kualitasnya seiiring dengan

bedalannya waktu jika tidak dipelihara dengan baik dan atau tidak

dipergunalan. Selain itu pengeta,huan juga dapat hilang (knowledge lost),

khususnya untuk pengetahuan implisit yang sangat bergaltung pada individu

pemilik pengetahuan, dapat hilang dikarenakan perpindahan tempat kerja,

purnakarya (pensiun), atupun meninggalnya pemilik pengetahuan. Salah satu

fungsi maaajemen pengetahuan adalair untuk memastikanbahwa pengetahuan

yang dimiliki oleh individu ataupun secara organisasi dapat terpelihara dan

terdayagunakan dengan tlaik, serta menghindari ataumemperkecil dampak

resiko dari penurunan atau hilangnya pengetahuandari organisasi.

2.7 . Manfaat Manajemen Pengetahuan

Beberapa manfaat yang diharapkal akan dapat diperolehdari penerapan

manaj emen pengetahuan, diaataranya adalah sebagai berikut;

a. Mempercepat akses terhadap pengetahuan organisasi

b. Meningkatkan kinerja pegawai



c. Meningkatkan

d. Meningkatkan

e. Menciptakan inovasi

2.8. Kerangka Pikir Manaj

Kerangka pikir dalam

digambarkan dalam ilu

membangun proses

berfokus pada SDM se

Untuk itu diperlukan

kepemimpinan

serta perlu didukung

(manajerial), dalam upaya

dan implisit, dengan

dan komunikasi.

Walaupun teknologi

penerapan Manajemen

bergantung pada

atas, teknologi

Pengetahuan adalah menumbuhkan budaya keq'a yang didukung

te

dan kecepatan dalam pengambilan keputusan

dan efektifi tas pelayanan

perubahan positif.

Pengetaluan

melaksalakan Manajemen Pengetahuan dapat

berikut, yang menjelaskan sudut pandang dalam

pengetahuan dalam suatu organisasi, yang

sumber utama penciptaan pengetahualorganisasi.

budaya kerja yang kondusif, yargmemerlukan

dan arah kebijataa (direction) di tingkat strategis,

struktur danprosespengelolaan di tingkat taktis

menumbuhkembangkan pengetahuan baik eksplisit

alat baltu berbasis teknologi informasi

Gambar 3. Kerangkn Implementasi Manaj emen Peng etahuan

peran yang sangat pentingdalammendukung

uan, akantetapi keberhasilannya tidak hanya

teknologi saja. Sebagaimana digambarkan di

han lapisan luar,sedangkan inti dari Manajemen
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dengan kepemimpinalr

pengetahuan organisasi

karena itu setiap

harus menerapkan

kegiatan dalam rangka

an kebijakan yang kondusif dalam mengelola

pengetahuan eksplisit ataupun implisit. Oleh

dal pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah

Pengetahuan SPBE datam setiap pelaksanaan

tujuan SPBE.



3. 1. Definisi Manajemen

Marajemen SPBE

SPBE yang efektif, efisi

berkualitas. Manajemen

a. Manajemen Risiko;

b. Manajemen

c. Manajemen Data;

d. Manajemen Aset Tekn

e. Manajemen Sumber

f. Manqjemen Pengetahu

g. Manajemen Peru

h. Manajemen Layanan S

Salah satu aspek d

Pengetahual, yang meru

dibutuhkan oleh instansi

layanan SPBE dan mend

Proses malajemen penge

pengumpulan, pengolahan

dan teknologi yang

3.2. Prinsip Manajemen Penge

Frinsip utama dalam pene

Pemerintah Daerai adalah

a. Berorientasi pada pen

instansi pemerintahan ;

b. Merupakal bagiaa

meman faatkan penge

BAB III

PENGETAHUAN SPBE

UAN SPBE

serangkaian proses untuk mencapai penerapan

, dan berkesinambungan, serta layanan SpBE yang

E, terdiri dari :

Informasi;

logi Informasi dan Komunikasi;

Manusia;

; dan

E.

manajemen SPBE di atas adalah Manajemen

proses pengelolaan pengetahuan SpBE yang

pemerintah, dalam rangka meningkatkan kua_litas

ng proses pengambilan keputusan dalam SpBE.

uan SPBE tersebut, terdiri dari serangkaiaa proses

penfimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuaa

dalam SPBE.

uan SPBE

pan Manajemen Pengetahuan SPBE di lingkungan

SPBE yang sesuai dengan visi dan misi

a-ri proses pengambilan keputusan dengan

uan terbaik yang dikelola;



c. Memperhatikan fakto4 manusia, proses bisnis, teknologi, dan budaya

organisasi;

d. Berorientasi pada prpses pengumpulan, pengelolaan dan bagi pakai

pengetahuan dalam SFBE;

e. Bersifat transparan, inklusif, sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;

f. Mengutamakan efektifitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi,

aluntabilitas, interopefabilitas dan keamalan;

g. Bersifat dinamis, berulang atau iteratif, tanggapakan perubahan darr

merupakan upaya perbaikan secara terus menerus.

3.3. Kerangka Kerja Manajemen Pengetahuan SPBE

Keraagka keg'a Manajernen Pengetahuan bertujuan untuk membantu

Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mengintegrasikan Manajemen

Pengetahuan SPBE dalam kegiatan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya,

yang selanjutnya dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan karatteristik

Pemerintah Kabupaten Muara Enim masing-masing. Adapun komponen dasar

keraagka kerja Maaajemen Pengetahuan SPBE dalam rangka mewujudkan

pengelolaaa pengetahuan SPBE, terdiri dari 3 komponen utama yaitu:

l. Pembangunan Budaya Berbagi dan Meningkatkan Pengetahuan SPBE

Pembangunan budaya yang mendukung pencapaian tujuan man4jemen

pengetahuan SPBE harus dibangun dan dikembangkan dengan

menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya di Pemerintah Kabupaten Muara

Enim. Budaya sadar berbagi menjadi hal utama dalam pengelolaan

pengetahuan SPBE di Pemerintah Kabupaten Muara Enim, mengingat

pengetahuan yang dimiliki oleh individu atau sekelompok individu harus

dapat dimanfaatkan bersama untuk kepentingan organisasi. Budaya

meningkatkan pengetahuan SPBE perlu dibangun untuk mendorong pola

pikir yalg berorientasi pada pemecahan masalah, pembangunan kompetensi

individu dan peningkatan kinerja organisasi yang dibutuhkan Pemerintah

Kabupaten Muara Enim.



Untuk itu membangun suatu lingkungan yang kondusif untuk mendorong

terciptanya budaya berbagi dan meningkatkan pengetahuan SPBE di

Pemerintah Kabupaten Muara Enim, diperlukan kepemimpinan digital yang

memiliki komitmen dalam mengelola pengetahuan, mampu memberi arahan

kebijakan yang jelas dan mudah dipahami, serta memberi dukungan secara

konsisten dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan

pengetahuan organisasi terkait SPBE, membangun trust dan mendorong

pola pikir serta budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif.

Kebijakan mengenai prinsip, proses, dan penugasan seca,ra formal sangat

penting untuk memastikan keberhasilan manajemen pengetahuan SPBE di

instansi pemerintah. Selain itu, untuk mendorong penerapan manajemen

pengetahuan SPBE, perlu dibangun sistem penghargaan terhadap

kontribusi ASN dalam pembangunaa basis pengetahuan SPBE, baik dalam

berbagi pengetahuanmaupunberpartisipasi dalam memecahkan masalah

dan menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru SPBE.

2. Penyelenggaraan Proses Bisnis Manajemen Pengetahuan SPBE

Proses Bisnis Manajemen Pengetahuan SPBE

diterapkandenganberpedoman pada siklus generik manajemen

dapat

pada

umumnya, yang mencakup perenc€rna€rn, pelatsanaan, pemantauan

evaluasi danperbaikan, dan secara khusus memenuhi siklus manajemen

pengetahuan {krnuledge managemerlt life cEclel. Sesuai Peraturan Presiden

Nomor 95 tahun 2O18 tentang SPBE proses Manajemen Pengetahuan SPBE

terdiri dari proses Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan, Penggunaan,

dan Alih Pengetahuan dan Teknologi.

Proses Manajemen Pengetahuan SPBE harus menjadi bagian yang terpadu

dengan proses manajemen seca-ra keseluruhan, menyatudalam budaya, dan

disesuaikan dengan proses bisnis organisasi Pemerintah Kabupaten Muara

Enim. Penggunaan teknologi dan sistem informasi manajemen pengetahuan

SPBE yang terpusat dan terintegrasi menjadi sa,rara penting dalam



mendukung terselenggaralannya proses pengelolaan pengetahuan SPBE di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Mua_ra Enim secara efektif dan efisien.

3. Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Pengetahuan SpBE

Struktur Manajemen Pengetaiuan SPBB di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Muara Enirn harus dibentuk dan ditetapkan dalam rangka

memastikan penugasan yang jelas dalam pelaksanaan manajemen

pengetahuan SPBE sesuai siklus proses manqiemen pada umumnya dari

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pengendalian, sampai dengan

tindakan perbaikan secara berkelanjutaa. Untuk keterpaduan, struktur

pengelola manajemen pengetahuan SPBE harus menjadi bagian yang

integral dalamtimkoordinasi SPBEdi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

3.4. Ekosistem Manajemen Pengetahuan SPBE

Ekosistem Manajemen Pengetahuan SPBE merupakan suatu tatanan utuh

yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya pengetahuan SpBE yang

berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Ekosistem terdiri dari

berbagai komponen atau sub-sistem yang saling berinteraksi satusamalain,

dan dengan lingkungan sekitarnya. Komponen pelaku dalam ekosistem

manajemen pengetahuan SPBE, secara garis besar dapat dikelompokkan

sebagai berikut.

1. Pelaksana, yang terdiri dari

a. Pemilik pengetahuan SPBE, yang dapat berupa individu maupun

organisasl.

b. Pengguna pengetahuan SPBE, yang dapat berasal dari internal

organisasi, maupun eksternal organisasi.

c. Pengelola proses manajemen pengetahuan SPBE di Pemerintah

Kabupaten Muara Enim selain membangun basis pengetahuarl SPBE,

juga bertugas sebagai orchestrator yang mendorong interaksi darr

kolaborasi, untuk menjembatani kebutuhan pengetahuan antara

pemilik dan pengguna pengetahuan.







d. Penyedia teknologi untuk mendukung penerapan manajemen

pengetahuan, yang antara lain terdiri dari :

1. Pengelola Knowledge-base atau basis pengetahuan SpBE, yang

menyediakan dan memelihara basis pengetahuanSpBEuntuk dapat

diakses dan digunalan oleh penggun anyadan / atau

2. Pengelola alat bantu aprikasi maaajemen pengetahuarspBE,antara

lain yang bertugas mengelola dan menyediakanalatbantu untuk

mendukung proses-proses manajemen pengetaluan, seperti

aplikasi untuk mencari pengetahuan SPBE yang dibutuhkan,

berbagi pengetahuan SpBE, penciptaan pengetahuan baru SpBE,

dan sebagainya:

e. Pengelola kompetensi sumber daya manusia, yang berkepentingan

dalam melakukan pengembangaa kompetensi individu khususnya

untuk pendidikan dan peratihaa dalam Instansi pemerintah. Suatu

instansi pemerintd.h, unit kerja maupun individu tertentu,dapat

berperan sebagai pemilik maupun pengguna pengetahuan

SPBE,tergaltung pAda konteks dari pengetahuan SPBE terkait.

2. Pendukung, yang terdiri dari:

a. Pengelola kebijakan (regulator), dalam hal ini,

1. Penentu kebijakan dan peraturan terkait penerap€rn manajemen

pengetahuan SPBE; serta

2. Pengawas, yang mengawasi jalannya aktivitas atau proses

manajemen pengetahuan agar sesuai dengan kebijakan yarrg

ditetapkan.

b. Penyedia sumber daya, termasuk dalam hal ini, sumberdaya anggaran,

sumber daya fasilitas, serta sumber daya organisasi lainnya di

Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Komponen pelaku tersebut di atas

berinteraksi dalam suatu ekosistem Manajemen Pengetahuan SpBE,

yalg ditunjalg antala lain dengannilai-nilai, prinsip, kebijakan, struktur

organisasi, proses, sumber daya, saraladan pra-sarana yang



mendukung

3.5. Proses Manajemen

Proses-proses dalam
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semakin baik dan
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1. Proses Pengumpulan

Pengetahuan terkai

pemerintahan, perlu

dirawat dengan baik.

SPBE perlu dilaku

2. Proses Pengolahan

Pengetahuan SPBE

diatur dengan baik,

3. Proses Penyimpanan

Pengetaiuan SPBE

yang memungkinkan

bentuk representasi p

4. Proses Penggunaan

Pengetahuan SPBE

dapat ditemui, diakse

tujuan dan kebu

5. Proses Alih Penge

teknologi terkait SPB

SPBE dapat d

rangka pencapaial tuj

SPBE yang biasanya tersebar di instansi

ikumpulkan, untuk selanjutnya dapat disimpan dan

ses pengumpulan daiam manajemen pengetahuan

seca-ra terencala sesuai kebutuhan SPBE.

g telah dikumpulkan perlu diolah, disusun dan

tuk memudahkan perawatan serta penggunaannya.

lu disimpan dalam suatu tempat penyimpanan,

meliharaan pengetahuan tersebut dalam berbagai

etahua-n.

telah disimpan, harus senantiasa tersedia dan

serta digunakal kembali oleh berbagai pihaksesuai

an dan Teknologi Proses alih pengetahuan dan

bertujual untuk memastikan bahwa pengetahual

oleh pihak-pihak yang membutuhkannya dalam

AN SPBE









BAB IV

STRATEGI IMPLEMENTASI MANA"'EMEN PENGETAHUAN SPBE

Dalam pelaksanaan penerapan manajemen pengetahuan SPBE di Dinas

Komunikasi dan informatika perlu disiapkan strategi serta tahapan yang perlu

dilakukal agar maaajemen pengetahuan SPBEdapatbeq'alan dengan baik. Strategi

atau tahapan tersebut meliputi pembentukanorganisasi, proses perencanaan,

proses pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

4.1,. Penyiapan Pengelolaan

Manajemen Pengetahuqn SPBE perlu diterapkan di lingkungan Dinas

Komunikasi dan informatika. Dalam menerapkan Manajemen Pengetahuan

SPBE perlu penetapan bentuk organisasi yang bertanggung-jawab serta

berwenang dalam pelaksanaan manajemenpengetahuan SPBE di lingkungal

instansi pemerintah, yangmeliputi pembentukan struktur pelaksana,

penyiapan sumber daya, serta penetapankebijakan internal terkait penerapan

Manajemen Pengetahuan SPBE.

4. l. 1 . Struktur Manajemen Pengetahuan SPBE.

Struktur Manajemen Pengetahuan SPBE di Instansi

PusatdanPemerintqh Daerah, secara garis besar terdiri dari 2

komponen u tama yaitu:

1. Komite Pengarafi Manajemen Pengetahuan SPBE;

Komite Penga,rah terdiri da.ri pimpinan yang bertugas dan

bertanggung jawab untuk:

a. Menetapkan kebijakal penerapan Manajemen Pengetahuan

SPBE;

b. Memberikan a-raian dalam penerapan Malajemen Pengetahuan

SPBE;

c. Mengawasi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE di

lingkungan Dinas Komunikasi dan informatika.



Komite Manqjemen Pengetahuan, sebaiknya terintegrasi

dalam Koord ator SPBE di tingkat instansi, dan berperan aktif

dalam mem aratran dan kebijakalr terkait manajemen

pengetahual SPBE, seperti penentuan konteks pengelolaan

pengetahuan PBE di lingkungan nya, terlibat langsung dalam

an pengendaliaa manajemen pengetahuan SPBE,pefencanaall

maupun terlibr

dalam membar

2. Pelaksana Man

Pelaksana M

bertangqungjav

lt aktif dalam mendorong budaya kerja yang kondusif

tgun dal meningkatkan pengetahuan SPBE.

ajemen Pengetahuan SPBE.

anajemen Pengetahuan SPBB bertugas dan

rab dalam:

a. Melakukan koordinasi dalam perencanaan dan eva,luasi

Manajemen Pengetahuan SPBE, dengan lalgka}t :

i. Menyiapkan instrumen kebijakan yang dibutuhkal dalam

pelaksanaan manajemen pengetahual, antara lain :

-Pedo pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE

keria Manajemen Pengetahuan SPBE,

kerja yang dibutuhkan dalam pelal<sanaan

-Ren

- Pro ur

Manajemen Pengetahuan SPBE;

ii. Melaku koordinasi dalam melakukan

pengukuran, pemantauan

pengetahuan;

dal evaluasi manajemen

iii. Melakul(an koordinasi dalam melakukan

pelatihanyangdiperlukan dalam implementasi manajemen

pengetalhuan SPBE.

b. Melakukan koordinasi daiam identifikasi,

pengumpulan,pengolahan, penggunaan serta proses alih

SPBE dalam instansi, antara lainpengetahuandanteknologi

dengan :



11.

iii. Mem

c. Melakukan

ii. M

iii. Be

4.1.2. Penyiapal Sum

Sumber daya me

menjalankan

peraturan yang

harus menen

manusia (SDM),

diperlukan unt

pemeliharaan, pe

dari sistem manaj

Kepala Dinas b

kebutuhan sum

pencapaian Manaj

Dinas Komunikasi

dalam implemen Manajemen Pengetahuan, anta-ra lain berupa :

i. Melaku analisa kesesuaian konten pengetahuan yang

dikump lkan;

Mendo intera,ksi dan komunikasi anta,ra pemilik dan

penggu pengetahuan, baik di dalam instansi maupun

antar tansi;

tuk Komunitas Praktisi SPBE.

rdinasi dalam penyediaan fasilitas teknologi untuk

Manajemen Pengetahuan SPBE, dengan :

i. Me tikan sistem

manaJ

tersedianya layanan aplikasi

pengetahuan SPBE untuk instansi;

kan pengelolaaa teknis terhadap tools / alat

bantu stem manajemen pengetahuan;

inasi dengan pengelola teknis Sistem Manajemen

uan SPBE di tingkat Pusat.

Daya.

pakan faktor penting agar suatu organisasi dapat

ya seca-ra teratur dan benar sesuai dengan

ditetapkan. Dalam hal sumber daya, organisasi

dan menyediakaa sumber daya seperti sumber daya

prasarana teknologi, serta anggaran yang

k mendukung pembentukan, implementasi,

kural, pelaporan dan peningkataa berkelanjutan

n pengetahuan.

mengarahkan dan memfasilitasi ketersediaan

aya yang dibutuhkan, untuk keberhasilan

en Pengetahuan SPBE sesuai dengan prioritas di

dan informatika. Kebutuhan sumber daya manusia



a. Chief Knowledge Officer (CKO), adalah individu yang memiliki visi

serta digital leadership yang diperlukan dalam memberikan arahan

strategis dan mendorong inisiatif pelaksanaan Manajemen

Pengetaiuan SPBE di Dinas Komunikasi dan informatika.

b. Knowledge Maaagers, adalah individu-individu yang memiliki

kemampuan dan pemahaman tentang strategi implementasi

Manajemen Pengetahuan, yang diperlukan untuk dapat merintis,

menginisiasi, dan mengawasi berjalannya kegiatan Man4jemen

Pengetahuaa SPBE di Dinas Komunikasi dan informatika.

c. Knowledge Analyst, adalah bagian dari Pelaksana Manajemen

Pengetahuan di Dinas Komunikasi dal Informatika yang memiliki

kemampuan antara lain dalam :

- menganalisa kebutuhan dan mengetahui lokasi pengetahuan

- melakukan kodifikasi pengetahuan

- mengelola bentuk dal representasi pengetahuan, serta menjaga

kemuta-khirannya.

d. Knowledge Systems Engineer, adalah individu-individu yang

memiliki kemampuan dalam menyediakan dan mengelola solusi

aplikasi pendukung penerapan Man4jemen Pengetahuan SPBE.

Knowledge Systems Engineer merupakan bagian dari Pelaksana

Manajemen Pengetahuan di Dinas Komunikasi dan Informadka.

e. Knowledge Champions, adalah individu-individu yarrg memitiki

wawasan yang lebih dan sebagai teladan untuk mendorong

keterlibatan seluruh Knowledge Workers, dalam membangun basis

pengetaiuan dan bagi pal<ai pengetahuan SPBE di Dinas

Komunikasi dan Informatika. Knowledge.

Dalam rangka pengembangan kompetensi tersebut, beberapa pelatihan

yang dibutuhkan antara lain terkait pemahaman manqjemen

pengetahuan (krwwledge management antarenessl, sampai dengan

pelatihan teknik dal alat bantu yang dibutuhkan dalam Manajemen



Pengetahuan sPBE. Ketersediaan sarana dan prasarana teknorogi

dibutuhkan dalam mendukung proses Manajemen pengetahuan spBE

harus memenuhi prinsip-prinsip SPBE antara lain mengutamakan

penggunaan kode sumber terbuka (Open Source Sofiutarel dal
interoperabilitas antar sistem. Ketersediaan angga-r€rn yang dibutuhkan

dalam implementasi Manajemen pengetahuan spBE di instansi

sangatlah penting, dan perlu dikelora sesuai peraturan yang berlaku

dengan mengutamakan efektifitas, keterpaduan dan efi siensi.

4. 1.3. Penetapan Kebijakan Intemal.

Kebil'alan interna-l merupakan mekanisme supaya orgaaisasi

Manajemen Pengetahuan dapat memperoreh alikasi sumber daya yang

dibutuhkan dal dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, sehingga

pengetahuan SpBD yang diperlukan dapat tersedia secara tepat

sasaran pada waktu yang dibutuhkan. Kebijakan intemal yang

dibutuhkan adalah dan tidak terbatas padahal_ha1 berikut ini :

Kebijakan terkait pengembangan dan pemeliharaan

Pengetahuanterkait SPBE

Penetapan organisasi pelaksana Manajemen pengetahuan SPBE,

misalnya dalam bentuk peraturan, keputusan atau sejenisnya.

Penetapan personil pelaksana Manajemen pengetahuan SpBE,

misalnya dalam bentuk surat penugasan atau sejenisnya.

Pedoman pelaksanaan Manajemen pengetahuaa SpBE, misalnya

dalam bentuk dokumen acuan kegiatan, tata ca,ra

pelaksanaan,prosedur keda, atau sejenisnya, yang antara lain

memuat arah kebijakan internal, tujuan penerapan, pihak_pihak

yang berkepentingan, strategi pelalsanaan, dan sumber daya yang

dibutuhkan dalarn penerapan Manajemen pengetahual SpBE.



4.2. Proses Perencanaan

Perencanaan Manajemen Pengetahuan SPBE merupakan bagian dalam

perencanaan SPBE di lingkungan Instansi Dinas Komunikasi dart

Informatika, yang meliputi anta-ra lain penentuan mang lingkup dan

identilikasi pengetahuaa SPBE yang dikelola, yang menjadi dasar dalam

penyusunan rencana strategis, peta rencana, serta rencana kegiatan dalam

melaksan a,kan Manajemen Pengetahuan SPBE.

4.2.1. Penentuan Ruang Lingkup Manajemen Pengetaluan SPBE

Ruang lingkup pengetahuan SPBE yang perlu dikelola' pada

hakikatnya meliputi seluruh aspek dalam SPBE. Namun dalam

penerapannya, dapat dilakukan secara bertahap. Sebagai contoh,

ruang lingkup Manajemen Pengetahuan SPBE dapat dikelompokkan

sesuai muatan dalam peta rencara Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik, antara lain tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan

SPBE, infrastruktur, aplikasi, keamanan informasi dan audit TIK.

Ruang lingkup Manajemen Pengetahuan SPBE ini selanjutnya dapat

dievaluasi sesuai perkembangan SPBE pada umumnya dan penerapan

Manajemen Pengetahuan SPBE pada khususnya.

4.2.2. Identifikasi Kebutuhan Pengetahuan SPBE

Identifikasi pengetahuan SPBE merupakan hal penting yang perlu

dilakukan dalam tahap awal perencanaan Manajemen Pengetahuan

SPBE. Dalam tahap ini, dilakukan identilikasi pengetahuan-

pengetahuan apa saja yarg telah dimiliki, ataupun yang belum dimiliki,

dan yang diperlukan untuk menunjang pemanfaatan dan pencapaian

tujuan SPBE. Pengetahuan tentang SPBE yang dibutuhkan dapat

berbentuk tacit atau pengetahuan yang masih berada dalam pemikirart

seseorang yang didapat dari pemahaman atau pengalaman terkait

SPBE; maupun telah berbentuk explicit yang telah direkam atau

didokumentasikan ke dalam suatu bentuk yang dapat diakses dart



dipahami oleh orang lain. Dengan melakukan identifikasi kebutuhaa

pengetahuan SPBE, diharapkan dapat ditelusuri dan diketahui lokus

praktek, entitas, serta individu yang membutuhkan, mampu

menciptakan atau memiliki pengetaluaa SPBE yang perlu dikelola.

Individu pemilik pengetahuan dapat berupa pa-ra ahli atau palar

praktisi dalam organisasi. Hal penting dalam melakukan identifikasi

pengetahuana da-lahmenentukan pengeta-huan SPBE yang bersifat

kdtikal atau sangat dibutuhkan, dan melakukan prioritasi dalam

upaya pengelolaannya.

4.3 . Proses Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan implementasi malajemen pengetahuan SPBE terdapat

langkahJangkah sebagai berikut :

4.3. 1. Proses Pengumpulan

Pengetahuan terkait SPBE baik yang bersifat konseptual,

operasional/prosedural sampai dengan permasalahan SPBE, perlu

dikumpulkan untuk kemudial disimpan, dikelola dan dirawat dalam

bentuk atau media yang memberikan kemudahan dalam pencarian,

penyebaraa dan penggunaannya kembali. Proses pengumpulan

pengetahuaa baru terkait SPBE dapat dilakukan di seluruh lini proses

bisnis di instansi pemerintahan, untuk kemudian diletakkan dalam

suatu repository atau tempat penyimpanan yang disebut basis

pengetahuan (knou;ledge base) SPBE dalam bentuk terpusat. Proses

pengumpulal pengetahuan SPBE dapat dilaksanakan dalam berbagai

cara, antara lain sebagai berikut.

1. Proses pengumpulan pengetahuan secara forma-l

Proses ini dapat berupa proses atau prosedur ke{a sehari-hari yang

terintegrasi dalam proses pencatatan atau dokumentasi, misalnya

yang terkait pengoperasian, pelayanan sampai dengan

pengembangan SPBE. Sebagai contoh, pencatatan penanganan



insiden atau permasalahan sistem oleh petugas pelayanan SpBE,

dokumentasi pengembangan sistem, atau dokumentasi hasil rapat

yang menghasilkal keputusan pemecahal masalah. Proses

pengumpulan Jenis ini sangat bergantung dari kematangan proses

terkait di dalam organisasi.

2. Proses pengumpuian pengetahual yang teq'adi secara informal

Proses ini biasanya bersifat sukarela, melalui diskusi, konsultasi

atau tanya jawab permasalahan dengan praktisi atau pal<ar terkait.

Hal ini dapat difasilitasi oleh sistem manajemen pengetahuan,

misalnya melalui fasilitas Forum Diskusi SPBE untuk mendorong

pengumpulan serta penciptaan pengetahuan SPBE yang

dibutuhkan.

Proses pengumpulan pengetahuan SPBE dapat merupakan tahap

lanjut dari proses pengelolaan data dan informasi di instansi

pemerintah, oleh sebab itu proses pengumpulan pengetahuan

sebaiknya difasilitasi seja-k awal. Pengumpulaa pengetahuan dapat

distimulasi sejak pengetahuan masih berbentuk intangible, arltara

lain dengan cara berdiskusi dengan berbagai pihak yang memiliki

pengetahuan tertentu. Selama proses diskusi, informasi yang

dipertukarkan diharapkan dapat menstimulir penciptaan

pengetahuanbaru terkait topik diskusi. Pengetahuan SPBE harus

diubah dari bentuk intalgible, tacit atau masih berupa data,

informasi atau pemahaman yang tidak terstruktur atau belum

didefrnisikan daiam bahasa formal; menjadi pengetahuan yang

berbentuk tangible dan explicit. Dengan kata lain pengetahuar yang

dikumpulkan harus dicatat, diartikulasi, dan direpresentasikan

dengan baik,agar dapat diserap darr digunakan kembali.



4.3.2. Proses Pengolah

Pengolahan penge uan, dapat pula dilakukan terhadap pengetahuan

lama yang telah yartg diolah, dimodifikasi atau dibentuk menjadi

pengetahuan . Representasi pengetahuarr SPBE yang baik sangat

penting agar dap dipahami oleh orang lain, serta dapat menjamin

pemanfaataa baii pengetahuan tersebut dalam mendukung

pengambilan ke tusan dan melakukan tindakan da_lam SPBE.

Pengetahual

pengetahuan (

sit SPBE yang dikumpulkan dalam basis

basel, perht dikodifi kasi, disusun (organizel,

serta dilengkapi d ngarr metadata pengetahuan, untuk memudahkan

pencariandan ya kembali. Dengan perkembangan

teknologi saat ini tersebut dapat dilakukan dengan dukungan alat

bantu sistem si maaajemen pengetahuan untuk memudahkan

pengolahan penge uan SPBE

Tabel 1. toh Metadata Pengetahuan SPBE

No Metadata Keterangan

1 Nomor ID Nomor ID Pengetahuan SPBE

2 Judul Judul atau title dari pengetahuan

SPBE

Penulis Penulis atau author adalah nama

penulis, penyusun atau

pembuatan pengetahuan SPBE

4 Instansi Instansi penyedia pengetahuan,

atau berupa instansi dari penulis

pada waktu membuat/menulis

pengetahuanI



5 Deskripsi Penjelasan secara naratif dari

pengetahuan SPBE

6 Waktu Waktu penerbitan atau publikasi

dari pengetahuan SPBE

7 Format Bentuk atau media penyimpaaan

dari pengetahuansPBE, misalnya

tulisan, gambar, audio, video

8 Lingkup Lingkup SPBE atau kategori,

adalah

pengelompokanpengetahu€rn

SPBE sesuai aturan, kebijakan

atau rencanayangdisepakati,

misalnya arsitektur SPBE,

pemantauandanevaluasi SPBE,

manajemen layanan SPBE,

manajemenpengetahuan SPBE,

audit TIK dan sebagainya

9 Label Label atau tags (taggings) dari

adalah frasa atau kata kunci dari

pengetahuan SPBE untuk

memudahkan pencarian kembali

10 Kontributor Kontributor, atau

pendukung

memberikankontribusi

penulis dalam

pengetahuanSPBE. Kontributor

bisa be{umlah lebih dari satu

menyusun

narna

yang

pada

i

I

I



11 Status publikasi Publikasi untuk umum

(masyarakat), atau terbatas

untukinternal ASN dan pengguna

t2 URL Tautal lokasi pengetahuan SPBE

4.3.3. Proses Penyimpanan

Pengetahuan SPBE memerlukan suatu tempat penyimpanan

lkra uledge base repositoryl. Tempat darl struktur penyimpanan

pengetahual SPBE tersebut perlu didesain sedemikian rupa sehingga

memenuhi kebutuhan, baik dari sisi kapasitas, fungsionalitas

penyimpanan, maupun dari kebutuhan ketepatan dan kecepatan

{jterformansfl saat pencarian dan pengaksesaa pengetahuan di tempat

penyimpanan pengetahuan. Perkembangan teknologi saat ini

memungkinkan penyimpanan media pengetahuan secara elektronik

yang tidak terbatas pada bentuk tulisan(text), tetapi juga bentuk

gambar dan suara, bentuk statis maupun dinamis (video animasi), yang

dapat digunakan untuk merepresentasikan informasi dan pengetahuan

yang telah dikumpulkan. Penyimpanan pengetahuan instaasi

sebaiknya dilakukan secara terpusat pada Pusat Data Nasional dengan

memanfaatkan teknologi komputasi awal (cloud), sehingga

memudahkan dalam menyediakan layanan secara berbagi pakai.

4. 3.4. Proses Penggunaarr

Pengetahuan SPBE dapat digunakan untuk mendukung efektifitas dan

efisiensi dalam penyediaan dan penggunaan layalan SPBE, maupun

untuk mendukung pengambilan keputusan terkait SPBE. Untuk itu

pengetahuan SPBE harus senartiasa tersedia untuk digunakan, baik

untuk pembelajaraa, penanganan masalah, sampai dengan berinovasi

dalam pengoperasian sistem, perawatan, evaluasi, perencaraan serta



pengembangan sistem atau layanan baru SpBE. pengetahuan SpBE

yang telah ada pun dapat digunakan kembali, dilengkapi, diperbaiki

atau dikombinasikan dengan pengetahuan SpBE lainnya untuk

menjadi pengeta_huan baru. pengukuraa efektifitas penpMunaan

pengetahuan perlu dilakukan, dan menjadi masukan dalam

pemantauan dan eva,luasi penerapan manqiemen pengetahuan yarrg

dilaksanakan di Institusi Pusat dal pemerinta_h Daerah.

4.3.5. Proses Alih Pengetahuan dan Teknologi

Proses alih pengetahuan dan teknologi, atau transfer technologr terkait

sPBE adalah proses pemindahal pengetahuan dan tatacara terkait

SPBE dari satu atau sekelompok individu ke individu lainnya. proses

transfer teknologi SPBE tersebut bertujuan untuk memastikan

pengetahuan dan teknologi tersebut dapat diserap atau dipahami oleh

penerima nya, sedemikian rupa sehingga pengetahuan tersebut dapat

digunakan untuk mengambil keputusan atau melakukan aksi.

4.4. Proses Pemantaual dan Evaluasi

Pengendalian proses Manajemen pengetahuan SpBE dilakukan dengan

memperhatikan pelaksanaan prinsip-prinsip Manajemen pengetahuan spBE,

pemenuhan darr peningkatan kapabihtas serta kematangan proses

Manajemen Pengetahuan, serta efektifitas dalam implementasi Manajemen

Pengetahuan dalam mencapai tujuan SPBE. proses pengawasan Manajemen

Pengetahuan SPBE dilaksanakan secara terintegrasi dengan proses

pemantauan darl evaluasi SPBE serta audit TIK SpBE sesuai peraturan yang

berlaku.

4.4.7. Kernatangan Penerapan Manajemen Pengetahuan SpBE

Kematangan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE, sesuai

PermenPANRB nomor 59 tahulj. 2O2O tentang pemantauan dan

Evaluasi SPBE dapat diukur berdasarkan kriteria berikut ini.



Tingkat 1- RINTISAN

Manajemen Pengetahuan SPBE belum atau telal diterapkan.

Kondisi : Manqiemen Pengetahuan SPBE diterapkan tanpa

Perencanaatl

Tingkat 2 - TERKELOLA

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dila,ksanakan dengan

perencanaan Kondisi : Manajemen Pengetahuaa SPBE telah

dilaksanakan tanpa pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah

Daeralr

Tirgkat 3 - TERDEFINISI

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi Manajemen Pengetahuan

SPBE dilaksanalan dengan : Mengacu pada pedoman di IPPD

dan Manajemen Pengetahuan SPBE Diterapkaa dengan

menggunakan sistem apiikasi manajemen pengetahuan

Tiagkat 4 - TERPADU DAII TERUKUR

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi Semua UKl PD telah

menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBB dengan

menggunakansistem aplikasi manajemen pengetahuan yang

terintegrasi, serta Telah dilakukan reviu dan evaluasi

terhadap penerapan Manqiemen Pengetahuan SPBE

Tingkat 5 - OPTIMUM

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta, Hasil reviu dan

evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE

telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen

Pengetahuan SPBE.



Sesuai dengan penjelasan di atas, tingkat kematangan Manqiemen

Pengetahuan SPBE bergantung pada aspek-aspek tata kelola seperti

budaya,kepemimpinan dan kebijakan internal yang jelas dan kondusif,

struktur pengelolaan yang optimal, penyelenggaraal proses

Manajemen Pengetahuan yang efektif, elisien dan berkesinambungan,

serta dukungan teknologi dan sumber daya yang memadai.

Pengukuran tingkat kematangan Manajemen Pengetahuan sangatlah

penting dan menjadi acuan untuk mendukung perencanaan dan

perbaikan ke depan.

4.4.2. Pengukuran Efektilitas Implementasi

Melakukan pengukuran efektifitas implementasi Manajemen

Pengetahuan SPBE bukan lah ha1 yang mudah' Untuk mendapatkan

korelasi langsung anlaxa pelaksanaan proses Malajemen Pengetahuart

SPBE, kualitas basis pengetahuan yang terbangun dan

termanfaatkan, serta peningkatan kualitas layanan SPBE dan kualitas

pengambilan keputusan dalam SPBE merupatan suatu tantangan

tersendiri bagr pengelola Manajemen Pengetahuan SPBE.

Beberapa

efektifitas

pendekatan sederhana dalam melakukan pengukuran

implementasi Manajemen Pengetahuan SPBE adalah

melalui pengukuran kuantitatif sebagai indikator aktifitas

sebagai berikut :

1. Aktifitas pencarian pengetahuan SPBE

Pengukuran al<tilitas pencarian pengetahuan SPBE yang

proses

memberi gambaraa tentang kebutuhan pengetahuan SPBE

pengguna, antara lain sebagai berikut :

dapat

oleh

- Jumlah perrnintaan pencariar pengetahuan SPBE, berdasarkan

lingkup, lokasi, unit kerja, maupun waktu.

- Pengetahuan SPBE yang pa.ling banyak dicari atau diminta oleh

pengguna berdasarkan lokasi, unit kerja, maupun waktu'



2. Aktifitas penciptaal pengetahuan

Pengukuran aktifitas penciptaan pengetahuan (eksplisit) untuk

dibagi-palai yang dapat memberikan gambaran tentang

pengembangan basis pengetahuan SPBE di suatu instansi, anta"ra

lain sebagai berikut :

- Jumlah dan pertumbuhan artikel atau representasi pengetahuan

SPBE ba-ru yang terkumpul berdasarkan lokasi, unit keqia,

maupun waktu.

- Jumlah artikel atau representasi pengetahuan SPBE dari pakar

atau ahli bidang tertentu, termasuk pegawai yangmendekati

masa pensiun.

3. Aktifrtas berdiskusi dan berbagi pengalaman

Pengukuran aktifitas berdiskusi dan berbagi pengalaman yang dapat

memberikan gambaran tentang efeli:tifitas proses

penciptaanpengetahuan yang dibutuhkan secara kolektif, antara

lain sebagai berikut :

- Jumlah pertanyaan atau permasalahan SPBE yang disampaikan

dalam di S1

- Jumlah j , respon atau komentar atas pertanyaan atau

SPBE yang dibahas dalam diskusi

- Jumlah individu yang mengajukan pertanyaan terkait SPBE

- Jumlah individu yang memberikan jawaban' respon atau

komentar terhadap pertanyaan terkait SPBE.



BAB V

PENUTUP

Manajemen Pengetahuan merupakan sa.lah satu unsur dalam SPBE,yang

diperlukan dalam pencapaian tujuan dan keberlangsungan SPBE. untuk itu perlu

dibangun budaya berbagi pengetahuan, dalam suatu ekosistem Manajemen

pengetahuan sPBE yang yarg terpadu dan berkelanjutan. Penerapan Manajemen

Pengetahuan SPBE tidak dapat dilakukan secara terpisah, nalnun bergantung pada

tatakelola dan manqlemen SPBE secara keseluruhan. Untuk itu integrasi seluruh

elemen SPBE, termasuk integrasi Manqiemen Pengetahuan ke dalam sistemdan

proses-proses bisnis yang telah beq'alan, menjadi kunci keberhasilan pelalsanaan

Manajemen Pengetahuan SPBE. Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE

diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pelaks€rnaan penerapan Manajemen

Pengetahuan SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.

Dan untuk keberhasilan implementasinya, diperlukan dukungan dan peran serta

seluruh pihak di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Bnim.


